
SALINAN

BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    10    TAHUN2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAII
TAHUN 2025-2.045

DENGAN RAliMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang  : a.     bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  13  ayat  (2)
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  perlu  menetapkan
Peraturari Daerah tehtarig Rencaha Pembangunah Jingka
Panjarig Daerah Tahun 2025 -2045.

Mengingat     :  1.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang=Undang     Nomor     45     Tahun      1999     tentang
Pembentukan  Propinsi  Irian  Jaya  Tengah,  Propinsi  Irian
Jaya    Barat,    Kabupaten    Parliai,    Kabupate-n    Mimika,
Kabupaten   Puncak   Jaya   dan   Kota   Sorong   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1999    Nomor    173,
Tarnbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia    Nomor
3894),  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang   Nomor   45   Tahun   1999   tentang   Pembentukan
Propinsi  Irian  Jaya  Tengah,   Propinsi  Irian  Jaya  Barat,
Kabupaten Paniai,  Kabupaten Mimika,  Kabupaten Puncak
Jaya    dan    Kota    Sorong    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tarfun 2000 Nomor 72);-
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3..     Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  20Ql  tentang  Otonomi
Kh_u.sue  Bagi  PrQvin.si`  Pa_pua  (Lembara±i  Negara  R_epublik_
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  135,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2021   Tentang  Perubahan   Kedua  Atas
Ufidarig-tindang  Noffiof  21  Tchun  2001  tefltang  Otofiomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  N.egara  Republik
Indonesia  Tahun  2021  Nomor  155,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Ifld®fiesia N©mor 6697);

4.     Undang-Undang  Norner  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencinaan  Pe_mbangunan  Nasional   (Le_mbaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noffior 4421 ) ;

5.     Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasien.al_ Tat_un. 2QQ5-202_5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor
33,    Tambahan   Lembaran   Negara   Etepublik   Indonesia
Nomor 4700).;

6.     Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom_or   4725)   sebagaimana  telah   diubah   beberapa   kali
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara    Republik
Ihdohe§ia  Tchuri  2023  Nomof  41,  Tariibchah  Ileinbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7.     Undang-Undang     Nomor     32     Tahun     2009     tentang
Perlindungan     dan     Pengelolaan     Lingkungan     Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   5059)   sebagaimana  telah   diubah   beberapa  kali
terakhir  dengan  Undahg-Undang  Nbmor  6  TahLih  2023
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja
Menjadi    Ufidang-Undang    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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8..      Undang-Undang     Nomor      12     Tahun     2011      tentang
Pembentukap  Pera_turari  Pqu.a_daeg-un_darngan  (Ifmbaran_
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5234)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor   13  Tahun  2022  tentang
Pefubahan  Kedua Ata§  Undailg-Ufidang  Nomor  12  Tahun
2011     tentang     Pembentukan     Peraturan     Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2022  N®mor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6801);

9.     Undang-U_ndang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahufi  2014  Noffl6r  244,  Taffibchafi  Iteffibaran
Negara   Republik   I-ndonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah   beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-
Undang Nom®r 6 Tahufi 2023 teHtaHg Pefletapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang=Undang  Nomor   2   Tahun
2022    tentang    Cipta    Kerja    menjadi    Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor
41,    Tambahan    Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856);

10.   Undang-Undang     Nomor      15     Tahun     2022     Tentang
Pembentukan  Pr®viffisi  P-apua  Tengah   (Lembarae  Negafa
Republik Indcmesia Tahun 2022 Nomor 158};

11.   Undang-Undang Nomor  6  Tahun 2023  tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tchuh  2022  tehtang Cipta Kerja inehjadi Ufidafig-Undang
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023
Nomor 41};

12.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2008   tentang
Tahapan,   Tata   Cara   Penyusunan,    Pengendalian   dan
Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor
21,    Tainbchan    Leinbatan    Negara   Republik   lriddrie§ia
Nomor 4817);

13..   Peraturan   Pemerintah   NQmQr   26   Tahun   20Q8   tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah  Nasional (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  48,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara  Penyelenggaraan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strate-gis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Ncmor
228,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5941);
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15.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Per±gelQlaa±i Keu.arigan Daerah; (Ifm^baran Negara. Repubtik.
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

16.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan   dan   Evaluasi      Penyelenggaraan   Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2019
Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NQmgr  6323)i

17.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   22   Tahun   2021   tentang
Peflyelenggaraari        Perliridungan        dari        Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2021   Nomor   32,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6634) ;

18.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   106  Tahun  2021   tentang
Kewenangan   dan   Keiembagaan   i'elaksanaan   Kebijakan
Otonomi    Khusus    Provinsi    Papua    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021   Nomor  238,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) ;

19.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   107  Tahun   2021   ter±tarig
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan   Pembangunan   Dalan   Rangka   Pelaksanaan
Otonomi    khusus    frovinsi    Papua    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021   Nomor  239,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6731);

20.   Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana
Induk Percepatan  Pembamgunan  Papua Tahun  2022-2041
{Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahu;    202S
Nomor 53);

21.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Prodtik   Huktim   Daerah   (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  120 Tahun  2018  tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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22.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun    2017
te|it`ang    Tata    Care    Perencauea_an,     Pengqudal.iagi    dell
Evaluasi  Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi
Rancangan       Peraturan       Daerah   Tentang       Rencana
Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  serta Tata Cara
Pembahan   Rencana   Peinbangunan      Jangka      Panjang
Daerah,      Rencana     Pembangunan     Jangka  M-enengah
Daerah,   dan   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

23.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  7  Tahun  2018  tentang
Pe_mbuatan  dan  Pelaksanaan  _Kajian  Lingkungan    Hidup
Strategis    dalam    Penyusunan    Rencana    Pembangunan
Jangka      Menengah      Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor  459);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RARTAT RABUPATEN MIMIRA

dan
BUPATI MIMIRA

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA   PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH  TAHUN 2025-2045.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.     Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Mimika.

4.     Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten yang selanjutnya  disingkat DPRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

5.     Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang
selanjutnya   di   singkat   R~PJEN   adalah   perencanaan   pembangunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahuri 2025
sainpai dehgin tanuh 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025-2045 yang seianjutnya disebut RPIJP Daerah Provinsi Papua
Tengah adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah
ufituk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai
dengan tahun 2045.
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7.     Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang
selanjutnya di singkat RPJPD adalah_ pere'ncan_aan peenbangu_fla`n_ da?ran_
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampal
dengan tahun 2045.

8.     Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang  selanjutnya  di
singkat  RPJMD  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah
untuk periods 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan  program  Bupati  dengan  berpedoman  pada  RPLJPD,  RPJPD  Provinsi
serta memperhatikan RPJMN.

9. Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  di  singkat  RKPD
adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  periode   1   (satu)
tchun.

BAB 11
ARArl KEBIjAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAII

Pasal 2

(1)    Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025.-
2045 dilaksanakan sesuai dengar} RPJPD.

(2)    Rincian   Arah   Kebijalcan   dan   Sasaran   Pokok   RPJPD   sebagalmam
dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum  daiam  iampiran  yang  merupakan
bagian yang tidak telpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD   merupak.ari,   dokmmen   peren.eanaari   pembangunari   daerah   sebagal_
landasan   dan   pedoman   bagi   Pemerintah   Daerah   dalam   melaksanakan
pembangunan  daerah  20  {dua  puluh)  tahun  terhitung  sejck  tahun  2025
sampal -dengan  tahun  2045  dalam  bentuk  visi,  nisi,  arab  kebijakan,  dan
sasaran pokok pembangLman daerah.

Pasal 4

RPJPD mengacu pada:
a'   RPJPN;
b.   RPJPD provinsi papua Tengah;dan
c.    RTRW Daerah.

Pasal 5

(1)    RPJPD  sebagajmana  dimakeud  dalam  Pasal  2  menjadi  pedoman  dalam
penyusunan RPJMD yang memuat visi, mi8i dan program Bupati.

(2)    Penyusunan  RPJMD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {1)  selanjutnya
dijabarkan dalam RKPD.

(3)    RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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ERE Ill
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)    Pemerintah  Daerah  melakukan  pengendalian  dan  evahiasi  pelaksanaan
RPJPD;

(2)    Tata  cara  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  RPIJPD  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber±aku,  Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah    (RPIJPD)    Kabupaten    Mimika    Tahun    2009-2025,    dicabut    dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pgra.t_u_ran. Da.erah ini in_uhi berlalai pa_da. t.anggal dinndangk_an..

Agar  setiap  orang ffiengetahuinya,  ffiemerintahkan  pengLmdangari  Peraturan
Daerah   ini   dengan   penempatannya  dalam   Lembaran   Daerah   Kabupaten
Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 25  November 2024

I).. BUPATI MIMIKA,
ttd

VALENTiNU§ S.SUMITO
Diundangkan di Timika
Pada tanggal; 25  November 2024

Pj. SEkRRTARIS i)AERAH icABuflATEN MiMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

I+BMBARAN DABRAH KABUPATBN MIMI±CA TAHUN 2024 NOMOR 10.

NOREG  PERATURAN  DAERAH   KABUPATEN  MIMIKA,   PROVINSI  PAPUA  TENGAH:
18/2024.
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PENJEIASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIRA

NOMOR    10    TAHUN2024

TENTAVG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAII
TAHUN 20.25-204_5

I. UMUM
Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten

Mimika dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan
memo_pang    tujuan    pembagunan    daerah    Provinsi    Papua   Tengah    serta
memberikan    andil    bagi    tercapainya    tujuari    pembangunan    nasional,
merupakan   manifestasi   dari   terwujudnya   satu   kesatuan   dalam   sistem
pembangunan    nasional.    Upaya    tersebut    diawali    dari    sebuah    proses
perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk_  rnewuju.dkari  t.uju.an_  pembangu.a_ap.  secara.  bern.a_si_1  gun_a  dali_
berdaya  guna,  diperlukan  pedoman  yang  akan  memberikan  arab  sekaligus
acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah
_me_njadi _kesepakatan  be_rsaLma  selururh  komponen masyarakat  dalam jangka
panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  Daerah yang
beflalm   selama   20   (dua   puluh)   tahufi.   Dalam   dokuinefi   ter§ebut   akan
memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah
sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Penetapan  RPJP Daepah  Kabupeten  Miffiika Tahun  2025-2045  sebagai
pelaksanaan  dari  amanat  Undang-_Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Undang-Undang Nomor  17
Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunap  Jangka  Panjang  Nasional  da]:I
merupakan   penjabaran   dari   tujuan   dibentuknya   Pemerintah   Kabupaten
Mimiha dalam bentuk visi, nisi, dan arah pembangunan daerah untuk -nasa
20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025  sampai
dengan tahun 2045.

Pelaksanaan  RPJP  Daerah  2025-2045  terbagi  ke  dalam  tahap-tahap
perencanaan pembangunan dalam periode perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah 5 (lima) tahunan6

RPJP  Daerah  Kabupaten  Mimika  merupakan  acuan  dalam  menyusun
dell  menjabarkarinya  ke  d.a±a±n  Rericana  Pembangrnan  Ja±±gka  M.egiengah
(RPJM)  Daerah  yang  memilki  kurun  waktu  5  tahunan  untuk  selanjutnya
dijabarkan   ke   dalam   program   1   (catu)   tahunan   berupa  Rencana   Kelja
Pe_merintah Daerah (_RKPD). Dengan de_mikian _maka pembangunan daerah di
Kabupaten  Mimika  hingga  tahun  2045  menjadi  lebih  terencana,  terarah,
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efektif,   efisien,   terpadu,   berkesinalnbungan,   dan   saling  melengkapi   satu
derigap lainnya dalapi satu pQla sika_p, pQl_a pikir, d_ari pola tindak dare seluruh
pemangku kepentingan pembangunan daerah.

11. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cufupjelas.
Pasal 4

Cukupj_elas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukupjelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR  10.


